
Jakarta, 9 Januari 2017 - Mahkamah Konstitusi akan menggelar Sidang Pengujian Malenil Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Labngan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Monopoli) pada Senin (911).
puku1, ,. 00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan ahli presiden. Permohonan yang Ieregistrasi dengan nomor
perkara 851PUU-XIV/2016 iru dialukan o1eh PT. Bandung Raya Indah Leslari yang mengikuiitender pengadaan barang
dan Iasa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Bandung. Pemohon merasa dirugikan dengan
kepuiusan KPPU Nomor 121KPPU-U2015, yang mein baialkan proses pelelangan badan usaha yang menurut Pemohon
telah dimenangkannya secara jujur. fairdan Ierbuka 01eh karena 11u Pemohon menggugat ketentuan-keleniuan Pasa1 22,
Pasa1 23. Pasa1 24. Pasa1 36 huruf c. huruf d. huruf h, huruf i, Pasa1 41 ayat (1) dan ayat (2). seto Pasa1 44 ayat (4) dan
aya1(5) UU 51,999
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Pemohon mendalilkan bahwa pasal-pasal a quo lidak mengalur secara jelas dan tegas kedudukan KPPU Apakah sebagai
Iembaga administratif yang diberikan kewenangan uniuk meIakukan pemeriksaan secara adminisiratif ataukah sebagai
penegak hukum PIdana yang bemenang meIakukan penyelidikan. Lebih Ianjui Pemohon menganggap bahwa Irasa
"penye"diken dan amu pemetiksaan" daiam Pasa1 36 huruf c. huruf d. huruf h, huruf I dan Pasa1 41 ayat (1) dan ayat (2)
UU 51,999 lidak memberIkan kepastian hukum karena seolah-. Iah KPPU ataupun unit keria of dalamnya meinpunyai
kewenangan untuk meIakukan penyelidikan

SIARAN PERS

Ketidakjelasan pengaluran tersebui dapat mein benkan celah hukum karena KPPU dapat sena inerta menjadikan hasil
pemeriksaan administratif sebagai hasil penyelidikan. Kendaklelasan tersebut juga berpolensi unluk memberikan ruang
kepada KPPU uniuk memberikan mekna secara Iuas untuk menialan kan fungsi penyelidikan. fungsi penunlutan dan lungsi
ajudikasi(kehakiman) secara sekaligus. meskipun KPPU lidak mein punyai wewe nang beadasarkan undang-undang untuk
menial an kan ketiga fungsitersebut, kecuali me Iakukan pemenksaan administratifterhadap pelaku us aha

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

Menguatkan dalil Pemohon, Guru Besar Hukum Universiias Padjadjaran, Prof. I Gde Pantja Asiawa menyampaikan
pandangannya daiam SIdang yang digelar pada Rabu (30/11) Menurui Asiawa kewenangan KPPU dalam meIakukan
penyelidikan dan/atau pemeriksaan sebagaimana disebulkan dalam UU a quo. sepenuhnya bersifat administratif, bukan
penyelidikan daiam antan pro lustisia. sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal, angka 5 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang KUHAP. Astawa menambahkan. penyelidikan yang dilakukan o1eh KPPU merupakan domain hukum
adminisirasi negara, semenlara penyelidikan yang dialur dalam UU KUHAP merupakan wilayah PIdana

Sementara Ahlilain yang dihadirkan Pemohon. Ahli Hukum Pidana Chairul Huda me inaridang wewenang penyelidikan di
dalam UU Monopoliilu justru sangat berbahaya karena me in ungkinkan sikap overreacting Ierhadap suatu perlstiwa dan
upaya-upaya paksa yang sitstnya eksesif. Chairul menambahkan. penyelidikan atau inquiry. merupakan bagian yang lidak
Ierpisahkan dari penyidikan atau investigations. Jika suatu keleniuan telah mengalur mengenai kewenangan penyidikan.
otomatis sudah menjadi bagian pengaturan 11u adalah kewenangan penyelidikan. 01eh karena itu, Menurut Chaeru1, 11ka
UU Monopoli dimaksudkan untuk me millki kewenangan penegakan hukum inaka seharusnya UU a quo memillki kelentuan
tentang pengaturan kewenangan penyidikan dan bukan hanya kewenangan penyelidikan (Nina A )

Tentsng Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konsti:us I adalah salah satu pelaku kekuasaan kehaklman yang dibentuk berdasarkan Pasa1 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keriga
Pembentukannya dikukuhkan daiam Undang. Undang Nom. I 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagalmana Telah Dlubah dengan Undang-
Undang N"in, r a Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nom. r 24 Tahun 2003 tentsng Mahkamah Konglitusi. Mahkamah Konstitusi
bentenang mengadili pada tingkat pertaina dan terakhlr yang putusannya bedfat final untok menguji undang-undang Ierhadap Undang-Undang Dasar.
meinulus sengketa kewenangan Iembaga negara yang kewenangannya diberikan Dieh Undang. Undang Dasar, meinutus pembubaran partai PDM, k, dan
meinurus perselisihan tentang hasil pemllihan urnum, serta wailb memberIkan putusan Bras pendapar Dewan Peruakllan Rakyat mengenai dugaan
pelanggaran CIEh Presiden dan/atau Wakil Presiden menuru. Undang. Undang Dasar. Untuk informasilebih Ianjut, SIIakan menghubungi Humas Mahkamah
Kongtitusi Republik Indonesia. Telepon/, aks: 0812/017130/ 021.3512456, pin bb: 5M23606 Twiter. @Humas_MKRl. Laman.
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